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LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1. Pedoman Wawancara 

A. Perencanaan Alokasi Dana Desa 

1. Bagaimana prosedur yang dijalankan oleh Pemerintah Desa dalam 

merencanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa? 

2. Sejauh mana tingkat keterlibatan dan komitmen masyarakat dalam 

proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa? 

3. Apakah terdapat keseriusan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam merencanakan pengelolaan Alokasi Dana 

Desa? 

4. Siapa saja yang menghadiri pertemuan musyawarah desa terkait rencana 

pengelolaan Alokasi Dana Desa? 

5. Bagaimana pendekatan Pemerintah Desa dalam menggali masukan dari 

peserta musyawarah desa demi perencanaan pengelolaan Alokasi Dana 

Desa? 

B. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa 

1. Bagaimana kontribusi Pemerintah Desa dalam mendukung transparansi 

dan penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat dalam 

eksekusi program yang didanai oleh Alokasi Dana Desa? 

2. Apakah pelaksanaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa telah 

mengikuti prinsip akuntabilitas? Jika ya, mohon untuk menjelaskannya? 

3. Apa saja program yang telah dijalankan oleh Pemerintah Desa pada 

tahun 2022 dengan menggunakan dana dari Alokasi Dana Desa? 

4. Menurut pendapat Bapak/Ibu, apakah program-program tersebut telah 

berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan? 

C. Penatausahaan Alokasi Dana Desa 

1. Apakah penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa telah berjalan 

dengan lancar? 

2. Bagaimana prosedur atau sistem pencairan Alokasi Dana Desa? 

D. Pelaporan Alokasi Dana Desa 

1. Bagaimana prosedur pelaporan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa? 

2. Apakah prosedur tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 20 tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa? 

3. Jenis-jenis laporan apa yang diperlukan oleh Pemerintah Desa dalam 

pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa? 
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E. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa 

1. Bagaimana Pemerintah Desa menerapkan prinsip akuntabilitas saat 

mempertanggungjawabkan pengelolaan Alokasi Dana Desa? 

2. Apakah terdapat kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam 

melakukan pertanggungjawaban administratif terkait pengelolaan 

Alokasi Dana Desa? 

3. Bagaimana prosedur atau sistem pertanggungjawaban terkait 

pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diterapkan oleh Pemerintah Desa?
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LAMPIRAN 2 Penelitian Terdahulu 

No 

Nama Peneliti, Judul 

Penelitian dan 

Penerbitan 

Rumusan Masalah 

atau Tujuan 

Penelitian 

Teori atau 

Variabel 

Penelitian 

Metodologi 

Penelitian 

Hipotesis 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Kesamaan dan 

Perbedaan 

antara Penelitian 

ini dengan 

Skripsi 

1. Nama peneliti:  

Michael Hardi Jani 

Malumperas, Hendrik 

Manossoh, dan Sonny 

Pangerapan (2021) 

 

Judul penelitian:  

Akuntabilitas 

Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (Studi 

Kasus Di Desa 

Bowongkali, 

Kecamatan Tabukan 

Tengah Kabupaten 

Kepulauan Sangihe, 

Provinsi Sulawesi 

Utara) 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

untuk menjelaskan 

dan menguraikan 

secara deskriptif 

bagaimana 

Akuntabilitas 

pengelolaan alokasi 

dana desa di Desa 

Bowongkali apakah 

sudah terlaksana 

sesuai dengan 

peraturan pemerintah 

yang berlaku dalam 

hal ini 

PERMENDAGRI 

 Metode 

penelitian yang 

digunakan 

dalam 

pengumpulan 

data adalah 

deskriptif 

kualitatif 

dengan analisis 

kualitatif. 

 Hasil dari penelitian 

deskriptif kualitatif 

menunjukkan 

bahwa pengelolaan 

keuangan dan 

pelaksanaan 

program di desa 

Bowongkali telah 

berjalan dengan 

tingkat transparansi 

yang tinggi dan 

dapat 

dipertanggungjawa

bkan. Meskipun 

terdapat beberapa 

kendala, terutama 

dalam hal 

Kesamaan: sama-

sama meneliti 

tentang 

Akutabilitas 

pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa. 
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Judul Jurnal: Jurnal 

EMBA Vol.9 No.1 

Januari 2021, Hal. 266-

272 

Nomor 20 Tahun 

2018. 

keterlambatan 

pencairan dana dari 

pemerintah daerah, 

secara keseluruhan 

proses pengelolaan 

keuangan desa telah 

berjalan dengan 

baik dan sesuai 

dengan 

PERMENDAGRI 

nomor 20 tahun 

2018. 

4. Nama Peneliti: 

Aysi Rinda Rosdiana 

Ferry, Thomas Djaka 

Setya BW, dan 

Mastotok Illah (2022) 

 

Judul Penelitian: 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa 

(Studi Kasus Di Desa 

Long Bang Kecamatan 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menganalisis dan 

mengetahui 

bagaimana 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (ADD) di 

Desa Long Bang. 

 Metode 

penelitian 

menggunkan 

deskriptif 

kualitatif 

 Penelitian ini 

menghasilkan 

temuan bahwa 

tahap perencanaan, 

pelaksanaan, 

pengaturan, dan 

pertanggungjawaba

n telah dilaksanakan 

secara efisien, yang 

dibuktikan dengan 

pihak desa 

melakukan 

Kesamaan: 

Sama-sama 

meneliti tentang 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa 

 

Perbedaan: 

Fokus penelitian 

ini terdiri dari 

perencanaan, 
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Peso Hilir Kabupaten 

Bulungan) 

 

Judul Jurnal: 

Jurnal Aplikasi 

Manajemen dan 

Inovasi Bisnis Volume 

5, Nomor 1, Agustus 

2022 

pertanggungjawaba

n dari tahap 

perencanaan hingga 

pelaksanaan setiap 

kegiatan. 

pelaksanaan, 

penatausahaan 

dan pertanggung 

jawaban pada 

sistem 

Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa (ADD) di 

Desa Long Bang. 

5. Nama Peneliti: 

Dian Fawzy Ilmiah, 

Anita Wijayanti, dan  

Purnama Siddi (2020) 

 

Judul Peneliti: 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa Di 

Kecamatan Ampel 

Kabupaten Boyolali 

 

Judul jurnal: 

Among Makarti Vol.13 

No.25, Juli 2020 

Tujuan penelitian ini 

adalah untuk 

mengetahui 

akuntabilitas 

perencanaan, 

pelaksanaan dan 

penatausahaan, dan 

pelaporan 

danupertanggungjaw

aban Alokasi Dana 

Desa di Kecamatan 

Ampel Kabupaten 

Boyolali tahun 2018. 

 Metode 

penelitian 

kualitatif 

 Hasil dari 

peneilitian ini 

adalah Berdasarkan 

hasil 

pengujianuanalisis 

tematik, 

akuntabilitas 

perencanaan alokasi 

dana 

desaudilakukan 

secara 

transparanudan 

partisipatif. 

Akuntabilitas 

pelaksanaaan dan 

Kesamaan: 

Sama-sama 

meneliti tentang 

akuntabilitas 

pengelolaan 

alokasi dana desa 
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penatausahaan 

berjalan dengan 

transparan, 

patisipatif, 

akuntabel, tertib 

dan disiplin 

anggaran. 

Sedangkan untuk 

akuntabilitas 

pelaporan dan 

pertanggungjawaba

n berjalan dengan 

transparan, 

akuntabel, tertib 

dan disiplin 

anggaran. 

6. Nama Peneliti: 

Firsttantri Izza Aryanti 

dan Dessy Putri Andini 

(2021) 

 

Judul Penelitian: 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Alokasi 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengukur penerapan 

prinsip akuntabilitas 

yang dilakukan 

Pemerintah 

Desa Panggungrejo, 

Kecamatan 

 Metode 

penelitian 

kualitatif 

 Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa Pemerintah 

Desa Panggungrejo 

telah menjalankan 

semua tahap 

pengelolaan 

Alokasi Dana Desa 

Kesamaan: 

Sama-sama 

meneliti 

akuntablitas 

pengelolaan 

alokasi dana desa 

 

Perbedaan: 
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Dana Desa (Add) Di 

Desa Panggungrejo, 

Kecamatan Kepanjen, 

Kabupaten 

Malang 

 

Judul Jurnal: 

Asersi: Jurnal 

Akuntansi Terapan dan 

Bisnis Vol. 1, No. 1, 

2021, {1-11} 

Kepanjen, Kabupaten 

Malang dalam 

pengelolaan Alokasi 

Dana Desa. 

dengan menerapkan 

prinsip 

akuntabilitas, 

meskipun terdapat 

kendala di tahap 

pelaksanaan yang 

disebabkan oleh 

keterlambatan 

pencairan dana dari 

Pemerintah 

Kabupaten Malang. 

Namun, Pemerintah 

Desa Panggungrejo 

masih berhasil 

memenuhi semua 

indikator 

kesesuaian yang 

ditetapkan dalam 

Peraturan Bupati 

Malang Nomor 35 

Tahun 2017 pada 

setiap tahap 

pelaksanaannya. 

Peraturan yang 

mendasari 

menggunakan 

Bupati Malang 

Nomor 35 Tahun 

2017 di setiap 

tahapannya. 

Sedangkan 

peneliti 

menggunakan 

Permendagri 

Nomor 20 Tahun 

2018 
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7. Nama Peneliti: 

Graciela K. M. 

Rorimpandey, Novi 

Swandari Budiarso, 

dan Christian V. Datu 

(2022) 

 

Judul Penelitian: 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (ADD) di 

Desa Mogoyunggung 

Kecamatan Dumoga 

Timur Kabupaten 

Bolaang Mongondow 

 

Judul Jurnal: 

Jurnal LPPM Bidang 

EkoSosBudKum 

(Ekonomi, Sosial, 

Budaya, dan Hukum) 

Vol. 6 No. 1 Juli-

Desember 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (ADD) di 

Desa Mogoyunggung 

Kecamatan Domoga 

Timur Bolaang 

Mongondow. 

 Metode 

penelitian 

deskriptif 

kualitatif 

 Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa pengelolaan 

Dana Desa (ADD) 

di Desa 

Mogoyunggung, 

Kecamatan 

Domoga Timur, 

Bolaang 

Mongondow telah 

sesuai dengan 

ketentuan yang 

tercantum dalam 

Permendagri 20 

Tahun 2018 

mengenai 

pengelolaan 

keuangan desa. 

Oleh karena itu, 

pengelolaan 

Alokasi Dana Desa 

di desa tersebut 

dapat dianggap 

Kesamaan: 

Sama-sama 

meneliti tentang 

akuntabilitas 

pengelolaan 

alokasi dana desa 

 

Perbedaan: 

Fokus penelitian 

dengan empat 

tahapan 

pengeloalan yaitu 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

pelpaoran, dan 

pertanggungjawa

ban. 

Sedangkan 

peneliti 

menggunkan lima 

tahapan 

pengelolaan yaitu 

perencanaan, 

pelaksanaan, 
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sebagai pengelolaan 

yang akuntabel. 

pentausahaan, 

pelaporan, 

pertanggungjawa

ban 

8. Nama peneliti: 

Guruh Putra Arka, 

Armel Yentifa, dan  

Josephine Sudiman 

(2022) 

 

Judul penelitian: 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (ADD) di 

Nagari Parambahan 

Kecamatan Bukit 

Sundi Kabupaten 

 

Judul jurnal: 

Jurnal Akuntansi, 

Bisnis dan Ekonomi 

Indonesia 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui tentang 

pelaksanaan 

akuntabilitas 

pertanggungjawaban 

alokasi dana desa 

serta untuk 

mengetahui 

pengelolaan dan 

pemanfaatan alokasi 

dana desa di Nagari 

Parambahan. 

 Menggunakan 

metode 

pendekatan 

kualitatif yang 

bersifat 

deskriptif 

 Penelitian ini 

mengungkapkan 

bahwa Nagari 

Parambahan telah 

menerapkan sistem 

akuntabilitas dalam 

mengelola alokasi 

dana desa, 

mencakup tahap 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

pertanggungjawaba

n, dan evaluasi, 

dengan prinsip-

prinsip transparansi, 

responsif, dan 

partisipatif. 

Meskipun 

demikian, terdapat 

beberapa 

Kesamaan: 

Sama-sama 

meneliti tentang 

akuntabilitas 

pengelolaan 

alokasi dana desa 

 

Perbedaan: 

Fokus penelitian 

dengan tiga 

tahapan 

pengeloaan yaitu, 

perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

pertanggungjawa

ban. 

 

Sedangkan 

peneliti 

menggunkan lima 



98 
 

kekurangan yang 

dilakukan oleh 

aparat 

pemerintahan 

Nagari 

Parambahan, seperti 

penyaluran dana 

nagari dalam bentuk 

uang, meskipun 

aturannya 

menyarankan agar 

disalurkan dalam 

bentuk barang 

sesuai dengan 

APBNagari dan 

RAB kegiatan.  

tahapan 

pengelolaan yaitu 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

pentausahaan, 

pelaporan, 

pertanggungjawa

ban 

9. Nama Peneliti 

Maulana Herlambang 

(2022) 

 

Judul Penelitian: 

Analisis Akuntabilitas 

Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa Bedanten 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui tentang 

pelaksanaan 

akuntabilitas alokasi 

dana desa 

 Metode 

Penelitian 

Kualitatif 

 Hasil Penelitian ini 

adalah Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa 

(ADD) di Desa 

Bedanten dari tahun 

2018 hingga 2020 

telah berjalan 

dengan cukup baik. 

Kesamaan: 

Sama-sama 

meneliti tentang 

akuntabilitas 

pengelolaan 

alokasi dana desa 

 

Perbedaan: 
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Kecamatan Bungah 

Kabupaten Gresik 

 

Judul jurnal: 

Jurnal Ekonomi dan 

Bisnis, Vol. 11 No. 1 

Juli 2022 

Perangkat desa 

telah menjalankan 

peran mereka 

dengan baik, 

menerapkan 

prinsip-prinsip 

akuntabilitas dalam 

proses pengelolaan 

ADD, dan 

memahami dengan 

baik tugas dan 

kewenangan 

mereka. Meskipun 

demikian, masih 

ada ruang untuk 

meningkatkan 

akuntabilitas 

kepada masyarakat 

desa. 

Fokus penelitian 

dengan empat 

tahapan 

pengeloalan yaitu 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

pelpaoran, dan 

pertanggungjawa

ban. 

Sedangkan 

peneliti 

menggunkan lima 

tahapan 

pengelolaan yaitu 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

pentausahaan, 

pelaporan, 

pertanggungjawa

ban. 

10. Nama Peneliti: 

Nur Iam Ri’a dan Nur 

Handayani (2019) 

 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

bagaimana penerapan 

 Metode 

Penelitian 

Kualitatif 

 Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa secara 

umum, pengelolaan 

Kesamaan: 

Sama-sama 

meneliti tentang 

Akuntabilitas 
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Judul Penelitian: 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (Add) Di 

Desa Bheramari 

Kecamatan 

Nangapanda 

Kabupaten Ende 

 

Judul Jurnal: 

Jurnal Ilmu dan Riset 

Akuntansi 

prinsip akuntabilitas 

pemerintah dalam 

pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (ADD) 

yang dilihat dari 

tahap perencanaan, 

pelaksanaan, 

penatusahaan, 

pelaporan, dan 

pertanggungjawaban. 

Alokasi Dana Desa 

(ADD) di Desa 

Bheramari sesuai 

dengan ketentuan 

Permendagri 

Nomor 113 Tahun 

2014 telah 

mencapai tingkat 

akuntabilitas yang 

baik. Dalam tahap 

perencanaan dan 

pelaksanaan ADD, 

Desa Bheramari 

telah melaksanakan 

prinsip-prinsip 

partisipasi, 

transparansi, dan 

akuntabilitas sesuai 

dengan Perbup 

Ende Nomor 4 

Tahun 2017. 

Sementara dalam 

penatausahaan dan 

pelaporan, 

Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa 

 

Perbedaan: 

Peraturan yang 

mendasari yaitu 

Permendagri No 

113 Tahun 2014 

dan Perbup Ende 

Nomor 4 Tahun 

2017.  

Sedangkan 

peneliti 

menggunakan 

Permendagri 

Nomor 20 Tahun 

2018 
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pemerintah desa 

juga telah 

menerapkan prinsip 

akuntabilitas sesuai 

dengan peraturan 

yang berlaku. 

Meskipun 

demikian, 

pemerintah desa 

mengalami kendala 

administratif terkait 

perubahan antara 

pelaksanaan 

APBDes dengan 

rencana awal. 

Namun, mereka 

berhasil 

mengatasinya 

dengan tepat waktu 

dan dapat 

dipertanggungjawa

bkan. 
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11. Nama Peneliti: 

Putu Tiwi Indriswari 

dan I Made Wianto 

Putra (2021) 

 

Judul Penelitian: 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa di 

Kecamatan 

Abiansemal Kabupaten 

Badung 

 

Judul Jurnal: 

Jurnal Riset Akuntansi 

Warmadewa 

Bertujuan untuk 

menguji pengaruh 

tahap perencanaan, 

pelaksanaan, 

pertanggung 

jawaban, dan 

pengawasan 

terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan alokasi 

dana desa di 

Kecamatan 

Abiansemal 

 

 

Variabel 

penelitian: 

X1: 

Perencanaan 

X2: 

Pelaksanaan 

X3: 

Pertanggungja

waban 

X4: 

Pengawasan 

Y: 

Akuntabilitas 

Dana Desa 

Metode 

penelitian 

kuantitatif 

H1:“Tahap 

pelaksanaan 

berpengaruh 

terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan 

alokasi dana desa 

di Kecamatan 

Abiansemal.” 

 

H2:“Tahap 

pelaksanaan 

berpengaruh 

terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan 

alokasi dana desa 

di Kecamatan 

Abiansemal.” 

 

H3:“Tahap 

pertanggungjawab

an berpengaruh 

terhadap 

Hasil penelitian 

menyatakan bahwa 

tahap perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

pertanggungjawaba

n memiliki dampak 

positif terhadap 

pengelolaan alokasi 

dana desa di 

Kecamatan 

Abiansemal, 

Kabupaten Badung. 

Namun, tahap 

pengawasan tidak 

memberikan 

dampak positif 

terhadap 

pengelolaan alokasi 

dana desa. 

Kesamaan: 

Sama-sama 

meneliti tentang 

akuntabilitas 

pengelolaan 

alokasi dana desa 

 

Perbedaan: 

Metode penelitian 

menggunkan 

kuantitatif, 

sedangkan 

peneliti 

menggunakan 

metode kualitatif 
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akuntabilitas 

pengelolaan 

alokasi dana desa 

di Kecamatan 

Abiansemal.” 

 

H4:“Tahap 

pengawasan 

berpengaruh 

terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan 

alokasi dana desa 

di Kecamatan 

Abiansemal. 

12. Nama Peneliti: 

Rilmayanti (2020) 

 

Judul Penelitian: 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana 

Desa Di Kecamatan 

Burau Kabupaten 

Luwu Timur 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

pengelolaan Dana 

Desa di Kecamatan 

Burau Kabupaten 

Luwu Timur apakah 

telah sesuai dengan 

Undang-Undang 

 Metode 

penelitian 

kualitatif  

 Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa prinsip 

transparansi dan 

akuntabilitas telah 

diterapkan dalam 

pengelolaan dana 

desa dari segi 

perencanaan, 

Kesamaan: 

Sama-sama 

meneliti tentang 

akuntabilitas 

pengelolaan 

alokasi dana desa 

 

Perbedaan: 
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Judul Jurnal: 

Jurnal STIE 

Muhammadiyah Vol. 4 

No. 1 

Nomor 6 tahun 2014 

tentang Desa. 

pelaksanaan, dan 

pertanggungjawaba

n. Ini dapat dilihat 

dari wawancara di 

mana pemerintah 

desa melibatkan 

masyarakat dalam 

setiap kegiatan, 

seperti dalam forum 

Musrembang, dan 

membuat papan 

informasi tentang 

kegiatan, sumber 

dana, dan jumlah 

dana yang 

digunakan. Selain 

itu, 

pertanggungjawaba

n administrasi dan 

teknis sudah baik, 

meskipun 

prosesnya masih 

manual, dan harus 

tetap diawasi dan 

Fokus penelitian 

dengan tiga 

tahapan 

pengeloaan yaitu, 

perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

pertanggungjawa

ban. 

 

Sedangkan 

peneliti 

menggunkan lima 

tahapan 

pengelolaan yaitu 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

pentausahaan, 

pelaporan, 

pertanggungjawa

ban 
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LAMPIRAN 3. Hasil Wawancara 

diawasi oleh 

pemerintah 

kecamatan itu 

sendiri. 

13. Nama Peneliti: 

Berlian Afriansyah, 

Meriana, dan Paddery 

(2022) 

Judul Penelitian: 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan 

Desa 

(Studi Kasus Di 

Kabupaten Rejang 

Lebong) 

 

Judul Jurnal: 

Jurnal STIE 

Muhammadiyah Vol. 8 

No. 2 (2022) 

Bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh 

akuntabilitas 

pengelolaan alokasi 

dana desa dari segi 

pengeleolaan 

keuangna desa, 

kualitas laporan 

keuangan, 

kompetensi aparatur, 

dan sistem 

pengendalian internal 

Variabel 

penelitian: 

X1: 

pengelolaan 

keuangan desa 

X2: kualitas 

laporan 

keuangan 

X3: 

kompetensi 

aparatur 

X4: sistem 

pengendalian 

internal 

Y: 

Akuntabilitas  

Metode 

penelitian 

kuantitatif 

H1:“Pengelolaan 

keuangan desa 

berpengaruh 

terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan 

alokasi dana 

desa.” 

 

H2:“Tahap 

kualitas laporan 

keuangan 

berpengaruh 

terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan 

alokasi dana 

desa”. 

 

Menurut hasil 

penelitian 

menggunakan 

regresi linier 

berganda dan uji 

hipotesis, 

kemampuan 

perangkat 

pengelolaan 

keuangan desa, dan 

Sistem 

Pengendalian 

Internal 

meningkatkan 

akuntabilitas 

pengelolaan 

keuangan desa 

Kesamaan: 

Sama-sama 

meneliti tentang 

akuntabilitas 

pengelolaan 

alokasi dana desa 

 

Perbedaan: 

Metode penelitian 

menggunkan 

kuantitatif, 

sedangkan 

peneliti 

menggunakan 

metode kualitatif 
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H3:“Tahap 

kompetensi 

aparatur 

berpengaruh 

terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan 

alokasi dana 

desa.” 

 

H4:“Tahap sistem 

pengendalian 

internal 

berpengaruh 

terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan 

alokasi dana 

desa.” 

14. Nama Peneliti: 

Abdana, Iskandar Sam, 

dan Misni Erwati 

(2022) 

 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

akuntabilitas 

pengelolaan alokasi 

Variabel 

penelitian: 

X1: 

Perencanaan 

Metode 

penelitian 

Kuantitatif 

H1:“Tahap 

perencanaan 

berpengaruh 

terhadap 

akuntabilitas 

Hasil analisis 

menunjukkan 

bahwa tingkat 

akuntabilitas 

pengelolaan 

Kesamaan: 

Sama-sama 

meneliti tentang 

akuntabilitas 
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Judul Penelitian: 

Accountability For 

Management Of 

Village Fund 

Allocation In 

Pemengat Olak 

Village, 

Muara Jambi District 

 

Judul Jurnal: 

Jambi Accounting 

Review (JAR) Volume 

3, Nomor 2 

dana desa, seberapa 

efektif dan efisien 

alokasi dana desa 

pada Desa Penyengat 

Olak Kabupaten 

Muara Jambi. 

X2: 

Pelaksanaan 

X3: 

Penatausahaan 

X4: Pelaporan 

X5: 

Pertanggungja

waban 

Y: 

Akuntabilitas 

pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa 

pengelolaan 

alokasi dana 

desa”. 

 

H2:“Tahap 

pelaksanaan 

berpengaruh 

terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan 

alokasi dana 

desa”. 

 

H3:“Tahap 

penatausahaan 

berpengaruh 

terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan 

alokasi dana 

desa”. 

 

H4:“Tahap 

pelaporan 

Alokasi Dana Desa 

(ADD) di Desa 

Penyengat Olak 

Kabupaten Muara 

Jambi sangat baik, 

dengan tahap 

perencanaan hingga 

pertanggungjawaba

n dilaksanakan 

dengan baik. Hasil 

juga menunjukkan 

bahwa Alokasi 

Dana Desa (ADD) 

dilaksanakan 

dengan efektif dan 

efisien. 

pengelolaan 

alokasi dana desa 

 

Perbedaan: 

Metode penelitian 

menggunkan 

kuantitatif, 

sedangkan 

peneliti 

menggunakan 

metode kualitatif 
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berpengaruh 

terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan 

alokasi dana 

desa”. 

 

H5:”Tahap 

pertanggungjawab

an berpengaruh 

terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan 

alokasi dana 

desa”. 

15. Nama Peneliti: 

Wahyu Ningsih, Fefri 

Indra Arza,dan Vita 

Fitria Sari (2020) 

 

Judul Penelitian; 

Analisis Akuntabilitas 

Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (Studi 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menganalisis 

akuntabilitas 

pengelolaan alokasi 

dana dan 

memberikan 

pemahaman tentang 

akuntabilitas di 4 

 Metode 

penelitian 

kualitatif 

 Hasil dari penelitian 

ini adalah ada 

langkah 

perencanaan, dana 

Program alokasi 

menunjukkan 

bahwa mereka telah 

berhasil 

membangun konsep 

Kesamaan: 

Sama-sama 

meneliti tentang 

akuntabilitas 

pengelolaan 

alokasi dana desa 

 

Perbedaan: 
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Kasus Pada Empat 

Desa Dalam Empat 

Kecamatan Di Kota 

Sawahlunto Provinsi 

Sumatera Barat) 

 

Judul Jurnal: 

Jurnal eksplorasi 

Akuntansi 

(empat) desa di kota 

Sawahlunto 

partisipatif 

masyarakat dengan 

terbukti pada 

prinsip partisipatif 

dan responsif yang 

sudah mencapai 

80%, namun pada 

prinsipnya aspek 

transparansi, masih 

ada desa yang 

belum mengetahui 

informasi di sisi 

perencanaan. Di 

dalam langkah 

pelaksanaan, 

program 

pengalokasian dana 

di 4 (empat) desa 

sudah menerapkan 

prinsip partisipatif, 

transparan dan 

akuntabilitas. Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

Fokus penelitian 

dengan tiga 

tahapan 

pengeloaan yaitu, 

perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

pertanggungjawa

ban. 

 

Sedangkan 

peneliti 

menggunkan lima 

tahapan 

pengelolaan yaitu 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

pentausahaan, 

pelaporan, 

pertanggungjawa

ban 
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1. Desa Pepe 

No Peratanyaan Wawancara Hasil Wawancara Informan 

 Perencanaan   

1 Bagaimana prosedur yang dijalankan 

oleh Pemerintah Desa dalam 

merencanakan pengelolaan Alokasi 

Dana Desa? 

Perencanaan kegiatan maksudnya perencanaan kegiatan di desa itu 

dimulai dari musrenbang itu dilakukan oleh RT RW dan seluruh 

elemen-elemen di desa seperti kayak PKK karang taruna linmas ketua 

RT RW dan BPD selanjutnya nanti akan dievaluasi tentang oleh tim 

rkp rencana kerja pembangunan, oleh kepala Desa nanti akan 

disesuaikan dengan RPJM setelah usulan itu akan dijadikan ke apbdes 

di tahun itu juga. 

Kepala 

Desa, 

Sekretaris 

Desa, dan 

Bendahara 

Desa 

2 Sejauh mana tingkat keterlibatan dan 

komitmen masyarakat dalam proses 

perencanaan pengelolaan Alokasi Dana 

Desa? 

Masyarakat bisa ikut partisipasi dengan mengusulkan kegiatannya di 

lingkungannya itu melalui RT RW nanti akan disampaikan di dalam 

rapat musrenbang di situ masyarakat juga bisa mengawasi tentang 

program-program kerja pemerintah desa di lingkungan masing-masing 

3 Apakah terdapat keseriusan dari 

Pemerintah Daerah untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat 

Kita itu sering berkonsultasi tentang kalau ada masalah atau konflik di 

lingkungan itu biasanya kita selalu berkonsultasi dengan kecamatan 

dan juga dengan PM di Sidoarjo nanti dia akan memberitahu kita 

tentang bagaimana yang benar cara pengelolaan keuangan di desa. 

bahwa 4 (empat) 

desa telah 

menerapkan prinsip 

akuntabilitas dana 

manajemen alokasi. 



111 
 
dalam merencanakan pengelolaan 

Alokasi Dana Desa? 

4 Siapa saja yang menghadiri pertemuan 

musyawarah desa terkait rencana 

pengelolaan Alokasi Dana Desa? 

Dihadiri oleh BPD RT RW karang taruna PKK linmas dan lembaga 

desa lainnya 

5 Bagaimana pendekatan Pemerintah 

Desa dalam menggali masukan dari 

peserta musyawarah desa demi 

perencanaan pengelolaan Alokasi Dana 

Desa? 

Itu setiap lingkungan setiap anggota rapat di musdes itu kita mintai 

atau kita minta usulan di lingkungannya masing-masing Apa yang 

dibutuhkan masing-masing itu nanti ditulis dan dikumpulkan di kaur 

perencanaan untuk direkap kemudian hasil kapan nanti itu 

dimusyawarahkan lagi oleh tim namanya tim 11/tim rkp kan di situ 

akan dipilih dan dipilah mana yang sesuai dengan RPJM Des kepala 

desa yang akan dijadikan di apbdes. 

 Pelaksanaan   

6 Bagaimana kontribusi Pemerintah Desa 

dalam mendukung transparansi dan 

penyampaian informasi yang jelas 

kepada masyarakat dalam eksekusi 

program yang didanai oleh Alokasi 

Dana Desa? 

Desa secara itu transparan dengan membuat banner dan papan 

informasi dan juga ada situsnya itu di SID sistem informasi Desa itu 

kita upload selalu untuk anggaran dan realisasi dana desanya di situ 

ada banner dan papan pengumuman formasi juga ada di situs-situs sid-

nya Sidoarjo itu ada. 

Kepala 

Desa, 

Sekretaris 

Desa, dan 

Bendahara 

Desa 

7 Apakah pelaksanaan Alokasi Dana 

Desa oleh Pemerintah Desa telah 

mengikuti prinsip akuntabilitas? Jika 

ya, mohon untuk menjelaskannya? 

Kita juga melaksanakan akuntanbilitas dengan sistem keuangan desa 

yang namanya siskeudes di situ sudah tergambar jelas tentang 

penatausahaannya keuangan desa 
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8 Apa saja program yang telah dijalankan 

oleh Pemerintah Desa pada tahun 2022 

dengan menggunakan dana dari 

Alokasi Dana Desa? 

Contoh program Dana Desa ini kita dengan mengapa membuat 

pembangunan kayak pavingisasi, posyandu, pemberdayaan 

masyarakat,  juga pengentasan stunting, dan juga BLT 

9 Menurut pendapat Bapak/Ibu, apakah 

program-program tersebut telah 

berjalan sesuai dengan harapan yang 

diinginkan? 

Sementara ini sesuai sesuai dengan harapan dan sudah terasa di APBD 

semuanya 

 Penatausahaan   

10 Apakah penatausahaan pengelolaan 

Alokasi Dana Desa telah berjalan 

dengan lancar? 

Dibantu dengan aplikasi siskeudes situ mempermudah kita dalam 

penatausahaannya 

 

Kepala 

Desa, 

Sekretaris 

Desa, dan 

Bendahara 

Desa 

11 Bagaimana prosedur atau sistem 

pencairan Alokasi Dana Desa? 

Pencairan Alokasi Dana Desa itu kita membuat surat pengajuan ke 

Kecamatan terus Kecamatan itu meneruskan ke dinas PMD nanti di 

situ baru bisa mencairkan dana dari Sidoarjo 

 Pelaporan   

12 Bagaimana prosedur pelaporan dalam 

pengelolaan Alokasi Dana Desa? 

Kita pelaporannya biasanya mengambil dari aplikasi siskeudes itu kita 

print terus kita kirim ke Kecamatan terus Kecamatan ke dinas PMD 

Kepala 

Desa, 

Sekretaris 

Desa, dan 

Bendahara 

Desa 

13 Apakah prosedur tersebut sudah sesuai 

dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 20 tahun 2018 mengenai 

pengelolaan keuangan desa? 

Ini kan aplikasinya ini sudah sesuai dengan menteri dalam negeri dan 

aplikasi ini satu Indonesia sama namanya siskeudes 
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14 Jenis-jenis laporan apa yang diperlukan 

oleh Pemerintah Desa dalam pelaporan 

pengelolaan Alokasi Dana Desa? 

Pelaporan Realisasi apbdes, pelaporan realisasi penggunaan dana 

desa, pelaporan semester, dan pelaporan pelaksanaan Dana Desa PMK 

 Pertanggungjawaban   

15 Bagaimana Pemerintah Desa 

menerapkan prinsip akuntabilitas saat 

mempertanggungjawabkan 

pengelolaan Alokasi Dana Desa? 

Kita selalu memasang papan informasi atau banner dan juga kita 

biasanya tuh dipublikasi di media cetak ada. 

Kepala 

Desa, 

Sekretaris 

Desa, dan 

Bendahara 

Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Apakah terdapat kendala yang dihadapi 

oleh Pemerintah Desa dalam 

melakukan pertanggungjawaban 

administratif terkait pengelolaan 

Alokasi Dana Desa? 

Karena kita dibantu dengan aplikasi siskeudes sementara ini sudah 

terbantu 

17 Bagaimana prosedur atau sistem 

pertanggungjawaban terkait 

pengelolaan Alokasi Dana Desa yang 

diterapkan oleh Pemerintah Desa? 

 

Akhir tahun itu rapat dengan BPD tentang realisasi anggaran di tahun 

itu baru nanti kita kirim ke Kecamatan terus Kecamatan ke dinas 

PMD. 
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2. Desa Kwangsan 

No Peratanyaan Wawancara Hasil Wawancara Informan 

 Perencanaan   

1 Bagaimana prosedur yang dijalankan 

oleh Pemerintah Desa dalam 

merencanakan pengelolaan Alokasi 

Dana Desa? 

Dimulai dari penggalian, mencari kebutuhan di masing-masing 

wilayah, dan kita tampung semua usulan-usulan pada saat penyusunan 

RPJM, kemudian terbentuklah RPJM. Ketika kades sudah dilantik, 

setalah itu tiap tahun kita breakdown melalui RKP, tentunya dengan 

pertimbangan segala prioritas yang mungkin pada saat penyusunan 

ada yang tidak sesuai dengan RPJM, jadi pertama RPJM, kemudian di 

breakdown menjadi RKP, kemudian di breakdown lagi menjadi 

APBDes. 

Kepala 

Desa, 

Sekretaris 

Desa, dan 

Bendahara 

Desa 

2 Sejauh mana tingkat keterlibatan dan 

komitmen masyarakat dalam proses 

perencanaan pengelolaan Alokasi Dana 

Desa? 

Penyusunan perencanaan itu kita libatkan masyarakat tentunya dari 

tingkat rendah dari wilayah masing-masing RT yang kita kumpulkan 

di lingkungan RW kita gali semuanya apa kebutuhannya apa kira-kira 

usulannya kemudian potensi-potensi yang ada di wilayah kita libatkan 

sampai dengan penetapan baik itu RPJM, RKP, APBDes maupun 

masyarakat. 

3 Apakah terdapat keseriusan dari 

Pemerintah Daerah untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam merencanakan pengelolaan 

Alokasi Dana Desa? 

Sudah kita wujudkan jadi setiap dalam perencanaan baik penyusunan 

RPJM maupun rkp bisa dibilang 70% adalah masyarakat unsurnya 

yang terlibat di dalamnya jadi 30% yang harus terisi perempuan dan 

70% bisa laki-laki itu itu semua sudah teraplikasi jadi sudah 

terkomitmen dari awal kita wujudkan dan sudah berjalan 
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4 Siapa saja yang menghadiri pertemuan 

musyawarah desa terkait rencana 

pengelolaan Alokasi Dana Desa? 

Yang kita undang itu ada dari perangkat desa BPD itu ketua dan 

anggota kemudian ketua RT RW desa Kwangsan lpmd seluruh 

lembaga Desa karang taruna BKK posyandu kemudian toko agama 

toko masyarakat forum anak juga di sini ada formatnya kita 

melibatkan forum anak kemudian keterwakilan dari petani 

5 Bagaimana pendekatan Pemerintah 

Desa dalam menggali masukan dari 

peserta musyawarah desa demi 

perencanaan pengelolaan Alokasi Dana 

Desa? 

Kalau sejauh ini bisa dibilang dalam mewujudkan visi misinya kepala 

desa itu 90% adalah sesuai dengan kebutuhan mereka jadi antara visi 

misi kepala desa dengan usulan ternyata memang kebutuhannya di 

desa kemudian saat ini bagi masyarakat Alokasi Dana Desa untuk 

yang pertama 

 Pelaksanaan   

6 Bagaimana kontribusi Pemerintah Desa 

dalam mendukung transparansi dan 

penyampaian informasi yang jelas 

kepada masyarakat dalam eksekusi 

program yang didanai oleh Alokasi 

Dana Desa? 

Kita bentuk transparansinya ada banner kemudian pada saat 

pelaksanaan itu yang pertama pasti ada ada papan nama pekerjaan jadi 

sudah jelas di sana berapa biayanya sumber dananya pelaksanaannya 

kemudian di akhir pelaksanaan pekerjaan itu ada prasasti jadi kalau 

papan nama ini kan mungkin bertahannya 1 2 bulan tapi kalau prasasti 

ini kan lebih lama dengan kamu jadi eh publisnya ya seperti itu di 

antaranya selain melalui web ya web yang kita publis itu APBD salah 

satunya syarat untuk pencairan memang menjadi salah satu 

persyaratan harus dipakai 

Kepala 

Desa, 

Sekretaris 

Desa, dan 

Bendahara 

Desa 

7 Apakah pelaksanaan Alokasi Dana 

Desa oleh Pemerintah Desa telah 

Pemerintah desa kwangsan sebagai verifikator terutama akuntabilitas 

untuk dana ditanya Dana Desa semuanya saya lakukan sama terutama 

di tanah dana desa dan BK memang itu detail jadi ketika verifikasi 
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mengikuti prinsip akuntabilitas? Jika 

ya, mohon untuk menjelaskannya? 

masuk ke saya dan itu tidak sesuai dengan Permendagri 20 atau 113 di 

Sidoarjo ini itu akan saya kembalikan ke pelaksanaan melengkapi 

sesuai yang seharusnya kalau tidak saya tidak akan tanda tangan 

8 Apa saja program yang telah dijalankan 

oleh Pemerintah Desa pada tahun 2022 

dengan menggunakan dana dari 

Alokasi Dana Desa? 

Untuk tahun 2023 ini dana desa kita banyak sekali ini terutama di desa 

kwangsan kan masih butuh fisik yang terbaru jadi ada beberapa 

pekerjaan diantaranya untuk ketahanan pangan kita bangunkan jalan 

usaha tani, kemudian ada untuk pemukiman lingkungan kita lakukan 

pekerjaan untuk mencegah banjir juga ada pembangunan sarana 

prasarana berupa u-ditch kemudian ada yang sedang proses ini ada 

bangunan PAUD itu juga salah satunya dari dana desa 

 

9 Menurut pendapat Bapak/Ibu, apakah 

program-program tersebut telah 

berjalan sesuai dengan harapan yang 

diinginkan? 

Overall itu sudah berjalan meskipun setiap pelaksanaan itu pasti ada 

kendala enggak mungkindalam suatu kegiatan apapun itu tidak 

semulus yang diinginkan tapi pasti ada kendala tapi overall tidak ada 

yang kendala yang berarti, masih bisa kita atasi 

 Penatausahaan   

10 Apakah penatausahaan pengelolaan 

Alokasi Dana Desa telah berjalan 

dengan lancar? 

Udah berjalan dengan baik dalam penatausahaan berjalan sangat baik 

kami mendapatkan dua kali predikat di situ ada penghargaannya desa 

kwangsan tahun 2021 mendapatkan juara 1 dengan laporan keuangan 

terbaik dan juara 2 di tahun 2022 karena pada tahun lalu silpa kita 

mencapai 1 miliar. 

Kepala 

Desa, 

Sekretaris 

Desa, dan 

Bendahara 

Desa 11 Bagaimana prosedur atau sistem 

pencairan Alokasi Dana Desa? 

Kalau pencairannya dari pelaksanaan kegiatan mengajukan kemudian 

diterbitkan spp-nya kemudian masuk ke sekretaris desa kemudian 

masuk ke kepala desa untuk diverifikasi 
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 Pelaporan   

12 Bagaimana prosedur pelaporan dalam 

pengelolaan Alokasi Dana Desa? 

Pelaporan nya di sistem keuangan Desa itu pasti berupa 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban 

Kepala 

Desa, 

Sekretaris 

Desa, dan 

Bendahara 

Desa 

13 Apakah prosedur tersebut sudah sesuai 

dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 20 tahun 2018 mengenai 

pengelolaan keuangan desa? 

Tentunya masing-masing kementerian di desa itu kan di bawah 

naungan kemudian dalam negeri kemudian kementerian desa dan 

kementerian keuangan dalam kebijakan keuangannya saya kira sudah 

sinkron sih meskipun sebenarnya kadang tidak  100% dalam arti masih 

perlu ada peningkatan-peningkatan dan perbaikan-perbaikan kalau di 

desa kan hanya pelaksana ya. 

14 Jenis-jenis laporan apa yang diperlukan 

oleh Pemerintah Desa dalam pelaporan 

pengelolaan Alokasi Dana Desa? 

Jenisnya itu setiap tahunnya pasti diminta laporan 

pertanggungjawaban pertanggungjawab sebelum membuat laporan 

pertanggungjawaban itu yang paling lambat di bulan maret itu pasti 

kita membuat perdes laporan pertanggungjawaban di situ menjadi 

raport raport bisa dibilang raport dari seluruh realisasi dalam satu 

tahun anggaran di laporan pertanggungjawaban 

 Pertanggungjawaban   

15 Bagaimana Pemerintah Desa 

menerapkan prinsip akuntabilitas saat 

mempertanggungjawabkan 

pengelolaan Alokasi Dana Desa? 

Sudah tersistem kemudian saya juga sudah menerapkan sistem 

sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal itu sebagian dari cara 

kami menerapkan akuntabilitas. 

Kepala 

Desa, 

Sekretaris 

Desa, dan 

Bendahara 

Desa 

16 Apakah terdapat kendala yang dihadapi 

oleh Pemerintah Desa dalam 

melakukan pertanggungjawaban 

Tidak ada ya tidak ada kendala yang berarti 
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administratif terkait pengelolaan 

Alokasi Dana Desa? 

17 Bagaimana prosedur atau sistem 

pertanggungjawaban terkait 

pengelolaan Alokasi Dana Desa yang 

diterapkan oleh Pemerintah Desa? 

 

Dari pelaksana kegiatan kalau fisik itu dilaksanakan oleh TPK dan 

dilaksanakan kegiatan itu mereka yang membelanjakan membangun 

kemudian membuat laporan-laporan, nota-nota segala macam yang 

berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut kemudian masuk 

ke bendahara untuk dibuatkan SPP ya sama kalau ada yang panjang 

penataan penutupan panjang termasuk ke sekretaris  desa jadi itu 

sistemnya mulai dari yang melaksanakan kegiatan. 

 

3. Desa Cemandi 

No Peratanyaan Wawancara Hasil Wawancara Informan 

 Perencanaan   

1 Bagaimana prosedur yang dijalankan 

oleh Pemerintah Desa dalam 

merencanakan pengelolaan Alokasi 

Dana Desa? 

Sebelum kita melaksanakan pekerjaan raat intern yaitu bernama RKP 

des, RKP des itu cuplikan dari RPJM desa, RPJM Desa adalah lima 

tahun rencana kerja kepala desa, selain itu juga ada masukan dari 

masyarakat apa saja yang mau dibangun. 

Kepala 

Desa, 

Sekretaris 

Desa, dan 

Bendahara 

Desa 

2 Sejauh mana tingkat keterlibatan dan 

komitmen masyarakat dalam proses 

perencanaan pengelolaan Alokasi Dana 

Desa? 

Alhamdulillah setelah kita merencanakan musrenbangdesa yang 

dihadiri oleh masyarakat 

3 Apakah terdapat keseriusan dari 

Pemerintah Daerah untuk 

Saya juga mengacu RPJM Desa dari kabupaten juga dituangkan jadi, 

akan berkesinambungan 
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meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam merencanakan pengelolaan 

Alokasi Dana Desa? 

4 Siapa saja yang menghadiri pertemuan 

musyawarah desa terkait rencana 

pengelolaan Alokasi Dana Desa? 

Berbagai elemen dari masyarakat sepert BPD, Perangkat Desa, Tokoh 

masyarakat, LPMD, Ketua RT dan RW, Karang taruna,  PKK, dan 

Tokoh agama 

5 Bagaimana pendekatan Pemerintah 

Desa dalam menggali masukan dari 

peserta musyawarah desa demi 

perencanaan pengelolaan Alokasi Dana 

Desa? 

Kita tampung dan kita sesuaikan dengan RPJM Desa, lalu kita pilah 

mencari sesuai dengan prioritas atau urgensi dari wilayah tersebut. 

 Pelaksanaan   

6 Bagaimana kontribusi Pemerintah Desa 

dalam mendukung transparansi dan 

penyampaian informasi yang jelas 

kepada masyarakat dalam eksekusi 

program yang didanai oleh Alokasi 

Dana Desa? 

Kita memasang banner atau baliho di depan kantor desa. Kepala 

Desa, 

Sekretaris 

Desa, dan 

Bendahara 

Desa 

7 Apakah pelaksanaan Alokasi Dana 

Desa oleh Pemerintah Desa telah 

mengikuti prinsip akuntabilitas? Jika 

ya, mohon untuk menjelaskannya? 

 

Sesuai, karena tiap tahun akan ada inspektorat yang akan 

memonitoring dan evaluasi satu tahun 2 kali. 
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8 Apa saja program yang telah dijalankan 

oleh Pemerintah Desa pada tahun 2022 

dengan menggunakan dana dari 

Alokasi Dana Desa? 

Ketahanan pangan, membuat pelatihan untuk masyarakat, dan sarana 

prasana di desa. 

 

9 Menurut pendapat Bapak/Ibu, apakah 

program-program tersebut telah 

berjalan sesuai dengan harapan yang 

diinginkan? 

Alhamdulillah sesuai dengan harapan. 

 Penatausahaan   

10 Apakah penatausahaan pengelolaan 

Alokasi Dana Desa telah berjalan 

dengan lancar? 

Sudah berjalan dengan baik karena masuk siskeudes. Kepala 

Desa, 

Sekretaris 

Desa, dan 

Bendahara 

Desa 

11 Bagaimana prosedur atau sistem 

pencairan Alokasi Dana Desa? 

Sesuai dengan kinerja masing-masing kasi, bendahara diberikan ke 

kasi, lalu kasi verifikasi sekretaris  desa, lalu diberikan ke kepala desa 

untuk disetujui. 

 Pelaporan   

12 Bagaimana prosedur pelaporan dalam 

pengelolaan Alokasi Dana Desa? 

Pelaporan sesuai dengan petunjuk dari aplikasi siskeudes tiap setelah 

mencairkan sudah ada bukti transaksinya 

Kepala 

Desa, 

Sekretaris 

Desa, dan 

Bendahara 

Desa 

13 Apakah prosedur tersebut sudah sesuai 

dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 20 tahun 2018 mengenai 

pengelolaan keuangan desa? 

Sudah sesuai dengan peraturannya pasti. 
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14 Jenis-jenis laporan apa yang diperlukan 

oleh Pemerintah Desa dalam pelaporan 

pengelolaan Alokasi Dana Desa? 

Jenis pelaporan sesuai dengan kegiatan yang dituangkan APBDES 

 Pertanggungjawaban   

15 Bagaimana Pemerintah Desa 

menerapkan prinsip akuntabilitas saat 

mempertanggungjawabkan 

pengelolaan Alokasi Dana Desa? 

Sesuai dengan APBDES dan pasti dilaksanakan dan dilakukan 

pertanggungjawaban nya 

Kepala 

Desa, 

Sekretaris 

Desa, dan 

Bendahara 

Desa 

16 Apakah terdapat kendala yang dihadapi 

oleh Pemerintah Desa dalam 

melakukan pertanggungjawaban 

administratif terkait pengelolaan 

Alokasi Dana Desa? 

Tidak ada kesulitan, karena tiap tahun ada pelatihan dari inspektorat  

 

17 Bagaimana prosedur atau sistem 

pertanggungjawaban terkait 

pengelolaan Alokasi Dana Desa yang 

diterapkan oleh Pemerintah Desa? 

 

Untuk pertanggungjawaban nya yaitu TPK yang akan melaporkan 

kepada bendahara, dan kemudian bendahara akan membuat spp yang 

lalu di berikan ke sekretaris desa untuk di cek apakah sudah sesuai 

dengan peraturannya, lalu disetujui oleh kepala desa. Nanti kepala 

desa akan memberikan ke kabupaten melalui camat 

 

4. Desa Buncitan 

No Peratanyaan Wawancara Hasil Wawancara Informan 

 Perencanaan   



122 
 

1 Bagaimana prosedur yang dijalankan 

oleh Pemerintah Desa dalam 

merencanakan pengelolaan Alokasi 

Dana Desa? 

Kalau mekanismenya kan sudah jelas di pasti nanti kita ada yang 

namanya musrenbangdes itu setelah hasil musdeskan  terus kita 

tuangkan di rkpdes setelah sudah tertuang lagi untuk kita tetapkan 

menjadi APBDes 

Kepala 

Desa, 

Sekretaris 

Desa, dan 

Bendahara 

Desa 

2 Sejauh mana tingkat keterlibatan dan 

komitmen masyarakat dalam proses 

perencanaan pengelolaan Alokasi Dana 

Desa? 

Harus juga berkomitmen seperti kita ini di pemerintah Desa karena apa 

setiap ada musrenbang kan kita libatkan semuanya kita laksanakan jadi 

usul-usulan yang sudah dituangkan kembali tiap tahunnya kita 

implementasikan, katena masyarakat bisa menjadi pengawas untuk 

desa 

3 Apakah terdapat keseriusan dari 

Pemerintah Daerah untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam merencanakan pengelolaan 

Alokasi Dana Desa? 

Jadi komitmennya dari pemerintah daerah ya dalam hal ini kan 

Kabupaten evaluasi 1 tahun 2 kali ini kan komitmen dari pemerintah 

daerah juga untuk mengawal bener nggak masyarakat usulannya 

masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah desa 

4 Siapa saja yang menghadiri pertemuan 

musyawarah desa terkait rencana 

pengelolaan Alokasi Dana Desa? 

Pasti pemerintah Desa, lembaga Desa BPD, LMPD,  terus pemerintah 

desa yang pasti seluruh ketua RT RW tokoh masyarakat terus lembaga 

tim penggerak PKK karang taruna linmas semuanya kita undang 

5 Bagaimana pendekatan Pemerintah 

Desa dalam menggali masukan dari 

peserta musyawarah desa demi 

perencanaan pengelolaan Alokasi Dana 

Desa? 

Dengan menerima semua masukan, kritikan, saran dari masyarakat di 

desa dengan terbuka. 

 

 Pelaksanaan   
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6 Bagaimana kontribusi Pemerintah Desa 

dalam mendukung transparansi dan 

penyampaian informasi yang jelas 

kepada masyarakat dalam eksekusi 

program yang didanai oleh Alokasi 

Dana Desa? 

Kita melaksanakan sistem keterbukaan dengan membuat banner besar 

di depan kantor desa 

 

Kepala 

Desa, 

Sekretaris 

Desa, dan 

Bendahara 

Desa 

7 Apakah pelaksanaan Alokasi Dana 

Desa oleh Pemerintah Desa telah 

mengikuti prinsip akuntabilitas? Jika 

ya, mohon untuk menjelaskannya? 

 

Iya pasti, itu sudah secara tersistem di aplikasi siskeudes 

8 Apa saja program yang telah dijalankan 

oleh Pemerintah Desa pada tahun 2022 

dengan menggunakan dana dari 

Alokasi Dana Desa? 

Kalau yang tahun 2022 ini ini berbeda dengan tahun 2023 ini, karena 

covid sudah berkurang tapi untuk BLT masih ada masih 25% 

ketahanan pangan 20% terus pemberdayaan dan infrastruktur sisanya. 

9 Menurut pendapat Bapak/Ibu, apakah 

program-program tersebut telah 

berjalan sesuai dengan harapan yang 

diinginkan? 

Sudah berjalan sesuai dengan harapan 

 Penatausahaan   

10 Apakah penatausahaan pengelolaan 

Alokasi Dana Desa telah berjalan 

dengan lancar? 

Sudah berjalan dengan baik, semua dilakukan oleh pak bendahara Kepala 

Desa, 

Sekretaris 
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11 Bagaimana prosedur atau sistem 

pencairan Alokasi Dana Desa? 

Pencairan ada tiga tahap termin 1, termin 2, dan termin 3. Setiap termin 

kita hrs memenuhi syarat yang berlaku baru bisa cair. Contohnya jika 

syarat termin satu sudah lengkapa maka termin 2 bisa cair, dan 

seterusnya 

Desa, dan 

Bendahara 

Desa 

 Pelaporan   

12 Bagaimana prosedur pelaporan dalam 

pengelolaan Alokasi Dana Desa? 

Semua pelaporan sudah jelas dan tersimpan atau tersistem di aplikasi 

siskeudes 

Kepala 

Desa, 

Sekretaris 

Desa, dan 

Bendahara 

Desa 

13 Apakah prosedur tersebut sudah sesuai 

dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 20 tahun 2018 mengenai 

pengelolaan keuangan desa? 

Semua mekanismenya sudah sesuai dengan peraturan yang ada. 

14 Jenis-jenis laporan apa yang diperlukan 

oleh Pemerintah Desa dalam pelaporan 

pengelolaan Alokasi Dana Desa? 

Penyerapan, spj, realisasi kegiatan 

 

 Pertanggungjawaban   

15 Bagaimana Pemerintah Desa 

menerapkan prinsip akuntabilitas saat 

mempertanggungjawabkan 

pengelolaan Alokasi Dana Desa? 

Tanggung jawabnya harus terserap dan benar sesuai dengan 

peruntukannya, terkait dengan laporan administrasi juga harus 

dipertanggungjawabkan 

 

Kepala 

Desa, 

Sekretaris 

Desa, dan 

Bendahara 

Desa 

16 Apakah terdapat kendala yang dihadapi 

oleh Pemerintah Desa dalam 

melakukan pertanggungjawaban 

Jika semua pertanggungjawaban kita kerja dan sesuai dengan alurnya, 

sesuai dengan peruntukannya, maka pasti bisa dikatakan tidak ada 

kesulitan dan berjalan dengan baik 



125 
 
administratif terkait pengelolaan 

Alokasi Dana Desa? 

17 Bagaimana prosedur atau sistem 

pertanggungjawaban terkait 

pengelolaan Alokasi Dana Desa yang 

diterapkan oleh Pemerintah Desa? 

 

Semua yang tertuang dari hasil Musrenbang, kita cocokkan dengan 

RPJMDesa yang prioritas lalu kita laksanakan sesuai dengan 

pertimbangan yang ada, dan dipertanggungjawabkan 

 

5. Desa Betro 

No Peratanyaan Wawancara Hasil Wawancara Informan 

 Perencanaan   

1 Bagaimana prosedur yang 

dijalankan oleh Pemerintah Desa 

dalam merencanakan 

pengelolaan Alokasi Dana Desa? 

Kami menggunakannya alokasi dana desa itu menyesuaikan dengan 

petunjuk yang ada di situ ada perbup dan ada Kemendagri yang 

permendagri itu ya tidak ikuti yang 70% 30% itu jadi kita 

menggunakannya tidak seenaknya kita sendiri ada dasar yang 

mendasari dasar itu dari perbup dan permendes 

Kepala 

Desa, 

Sekretaris 

Desa, dan 

Bendahar

a Desa 2 Sejauh mana tingkat keterlibatan 

dan komitmen masyarakat dalam 

proses perencanaan pengelolaan 

Alokasi Dana Desa? 

Pengelolaan warga masyarakat itu jadi sebelum kita mengalokasikan 

dana desa tersebut kepada lingkungan kita ada musrenbang di 

lingkungan dan ada musdes itu yang mengacu pada rpjmdes yang ada 

karena di dalam rpjms itu mengandung visi misinya kepala Desa 

3 Apakah terdapat keseriusan dari 

Pemerintah Daerah untuk 

meningkatkan partisipasi 

Jelas ada, Karena pemerintah daerah itu menginginkan warga 

masyarakat di pemerintahan desa betro ini lebih lebih sejahtera 

daripada tahun-tahun yang kemarin sehingga di dalam 
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masyarakat dalam 

merencanakan pengelolaan 

Alokasi Dana Desa? 

mengimplementasikan dana desa atau kesejahteraan masyarakat kita 

selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah. 

4 Siapa saja yang menghadiri 

pertemuan musyawarah desa 

terkait rencana pengelolaan 

Alokasi Dana Desa? 

di situ mulai ada RT RW, ya LPMD, dari unsur karang taruna, ibu-ibu 

PKK, toko masyarakat, toko agama, BPD, dan pemerintah Desa. di situ 

nanti kita bermusyawarah yang namanya musdes dalam musdes itu 

diputuskan dan akan menjadi dasar kami untuk melangkah ke depan 

5 Bagaimana pendekatan 

Pemerintah Desa dalam 

menggali masukan dari peserta 

musyawarah desa demi 

perencanaan pengelolaan 

Alokasi Dana Desa? 

Pemerintah desa di dalam melaksanakan musdes usulan dari 

masyarakat itu selama tidak keluar dari regulasi yang ada kita 

agendakan ya kita menyesuaikan RPJMDESA yang ada selama di 

dalam RPJMDESA itu ada akan kami tindak lanjuti kalaupun di tahun 

ini tidak bisa berarti tahun ke depannya kita eksekusi. 

 Pelaksanaan   

6 Bagaimana kontribusi 

Pemerintah Desa dalam 

mendukung transparansi dan 

penyampaian informasi yang 

jelas kepada masyarakat dalam 

eksekusi program yang didanai 

oleh Alokasi Dana Desa? 

Setelah kita itu tadi dengan masyarakat terkait dengan Alokasi Dana 

Desa itu kita ada rkp Mbak kita masukkan dalam ditangani oleh tim 

rkp yang nanti endingnya ke RAPBDES itu sudah diputuskan oleh 

pemerintahan dalam hal ini lembaga dan pemerintah Desa Baru 

transparan kami itu lewat banner dan lewat grub-grub wa RT RW, ibu-

ibu PKK, grub Covid-19 

Kepala 

Desa, 

Sekretaris 

Desa, dan 

Bendahar

a Desa 

7 Apakah pelaksanaan Alokasi 

Dana Desa oleh Pemerintah 

Sudah, Itu yang selalu kami buat dasar selalu kita mengoptimalkan 

akuntabilitas 



127 
 

Desa telah mengikuti prinsip 

akuntabilitas? Jika ya, mohon 

untuk menjelaskannya? 

 

 

8 Apa saja program yang telah 

dijalankan oleh Pemerintah Desa 

pada tahun 2022 dengan 

menggunakan dana dari Alokasi 

Dana Desa? 

Pembangunan kalau pembangunan sudah jelas disitu ada ketahanan 

pangan, ada pavingisasi, dan ada termasuk di situ itu pelatihan-

pelatihan kepada masyarakat khususnya pemuda-pemudi karang 

taruna. 

9 Menurut pendapat Bapak/Ibu, 

apakah program-program 

tersebut telah berjalan sesuai 

dengan harapan yang 

diinginkan? 

100% Sudah 

 Penatausahaan   

10 Apakah penatausahaan 

pengelolaan Alokasi Dana Desa 

telah berjalan dengan lancar? 

Sudah Kepala 

Desa, 

Sekretaris 

Desa, dan 

Bendahar

a Desa 

11 Bagaimana prosedur atau sistem 

pencairan Alokasi Dana Desa? 

Kalau mau mencairkan Alokasi Dana Desa dulu itu ya kita itu melalui 

yang ada dalam APBDES setelah itu dari pihak TPK atau para 

pengguna anggaran itu melalui penyedia barang setelah selesai SPP 

masuk baru kita bisa mencairkan dana tersebut dengan sistem 60%, 

30%, dan 10% 



128 
 

 Pelaporan   

12 Bagaimana prosedur pelaporan 

dalam pengelolaan Alokasi Dana 

Desa? 

Melalui siskeudes semua Kepala 

Desa, 

Sekretaris 

Desa, dan 

Bendahar

a Desa 

13 Apakah prosedur tersebut sudah 

sesuai dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 20 tahun 

2018 mengenai pengelolaan 

keuangan desa? 

Sudah sesuai 

14 Jenis-jenis laporan apa yang 

diperlukan oleh Pemerintah 

Desa dalam pelaporan 

pengelolaan Alokasi Dana Desa? 

6 bulan sekali akan ada monitoring dari kecamatan, dan di akhir tahun 

ada monitoring dari inspektorat, dan semua ada prinsipnya sesuai 

dengan SPJ yang ada. Pada dasarnya progres semuanya akan di 

monitor dan evaluasi oleh pihak pemerintah kabupaten 

 Pertanggungjawaban   

15 Bagaimana Pemerintah Desa 

menerapkan prinsip 

akuntabilitas saat 

mempertanggungjawabkan 

pengelolaan Alokasi Dana Desa? 

Kami komitmen kita yang kita laksanakan sesuai dengan anggaran 

yang ada jadi apa yang di dalam APBDES kami kita transparan kepada 

masyarakat kita laksanakan semua pihak bisa melihat bisa mengoreksi 

bisa mengingatkan jadi itu bentuk kami 

Kepala 

Desa, 

Sekretaris 

Desa, dan 

Bendahar

a Desa 16 Apakah terdapat kendala yang 

dihadapi oleh Pemerintah Desa 

dalam melakukan 

pertanggungjawaban 

Ada sih tapi tidak signifikan 
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administratif terkait pengelolaan 

Alokasi Dana Desa? 

17 Bagaimana prosedur atau sistem 

pertanggungjawaban terkait 

pengelolaan Alokasi Dana Desa 

yang diterapkan oleh Pemerintah 

Desa? 

 

Pengelolaan Alokasi dana kami secara tanggungjawab kepada 

pemerintah daerah melalui SPJ yang ada dan kita laksanakan sesuai 

dengan RPJM yang ada, setelah kita melakukan kegiatan maka SPJ 

sudah jadi itu bentuk kami pertanggungjawaban lewat SPJ 
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LAMPIRAN 4. Dokumentasi Pendukung 

1. Perencanaan 

  
Dokumentasi Musrenbangdes Desa Pepe 

  
Dokumentasi Musrenbangdes Desa Buncitan 

 

  
Dokumentasi Musrenbangdes Desa Cemandi 

   
Dokumentasi Musrenbangdes Desa Kwangsan 
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Dokumentasi Musrenbangdes Desa Betro 

2. Pelaksanaan 

 

      
Dokumentasi kegiatan pelaksanaan Pembuatan slauran irigasi sawah dan 

bantuan ketahan pangan Desa Pepe 

   
Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pembuatan saluran u-ditch dan 

betonisasi jalan di Desa Kwangsan 
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Dokumentasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada ibu pkk dan 

kegiatan pelayanan regristrasi kependudukan secara masal di Desa Buncitan 

    
Dokumentasi pelaksanaan kegiatan bantuan ketahanan pangan di Desa 

Betro 

 

    
Dokumetasi pelaksanaan kegiatan ruwat desa dan pembagian 300 sertifikat 

PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Cemandi 

 

3. Penatausahaan dan Pelaporan 
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Dokumentasi Tampilan Aplikasi Siskeudes yang digunakan oleh Bendahara 

Desa di Kelima Desa pada Kecamatan Sedati 
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4. Pertanggungjawaban 

 

Laporan Realisasi APBDes Desa Pepe tahun 2021 

 



135 
 

 

 

 Laporan Realisasi APBDes Desa Buncitan tahun 2021 
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Laporan Realisasi APBDes Desa Betro tahun 2021 
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Laporan Realisasi APBDes Desa Kwangsan tahun 2021 
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Laporan Realisasi APBDes Desa Betro tahun 2021 
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LAMPIRAN 5 Kartu Bimbingan Skripsi
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LAMPIRAN 6 Bukti Publikasi 
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LAMPIRAN 7 Surat Izin Penelitian dari Kampus 
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LAMPIRAN 8 Surat Izin Penelitian dari Kecamatan Sedati 
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LAMPIRAN 9 Surat Selesai Penelitian
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